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Kuihid EANTUR SILAYAH Wﬂl-ﬂl VENDLIDIKAN DAN KEBUUAYAAN

Nomor 1 O079/102,Kep/E B1
Tantang

Femberisn izin kepada Yayssaa Persskolahan rORI Dasrah V
Juws Burat untuk ssabuka SHA PORI 04 a Esb, Busedang

Mulsi Sahua sjsran 1980/1

KEPALA KANTOS #ILAYAH DePARTEMSN PERDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
EXOPINGL JAwA DARAD,

‘ambuoR 1 Burat permobonan Ketus Yayasan Perssko FPORI Dasrsh ¥V Jaws
Barat tanggal u—la-1m1-ur isz.f'm’ﬁﬁhﬂﬂ-
1gnimbang i m. Bshwa Pendidiken sdnlsh tenggung jewab kslunrgs, maayarakat

Yengingat 1

Temperhatiksa 1
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Eeklign 8

dan Pemerintah.
b, Bahwa dalss usshanys mesbantu untuk lebih meningicatkan
ddwﬁtﬂupmﬁmmﬂﬂ‘.fﬂ“ o8-
tﬂu Daersh ¥V Jawn Barat telah ssogusahakan dibukmays
MA PRI Siturajs Kab. Susedang,
0. Bahwa sesus nmﬁkfm:lmthlllllll-
i {um terssbut di atas telsh d

sn yang penyangkut Bidang Pendidikan 41 Dasrah, dipandang per
lu manstapkan ks tentang pesberisn isin kepadn Yayasan
Parsekolahan Dasrsh V Jawa Barat untuk membules FORI
Jituraja kab.Jusedang sulai tahun ajaran 1980/1981.

Kaputusan Manteri Fendidikan dan Eebuodayaan

s. Tanggal 11 Ssptembsr 1380 Nowor 0222h/0/1980)

b. Tangeal 11 Ssptember 1580 Romer 0241/0/1980.

a, WL d‘ﬂ-m-h %rfum I:un.ph u:u: pada

nn part-man Propindi Jawa Barat, anggal

18 Earst 19‘&1 FNomor 263/102.4/m B8l.

b. Eskosendani dari Ks Esntor Departemen F dan £ Enbupaten
Spmsdang t-ngEel 1 1980 Nemor .

¢, Rekomgndasi dari atd ‘;ﬁl Dasrah Thk.I1 Sumedang tanggal
1-10=1930 Homor 419 . C.

T = 1

EENUTOUSEAN

Membsri izin kepada Yayasan Fersskolshan FGRL Dasrah V Jawa Ba -
rat untuk mesbuka SMA rGEI 51 2 Kab, Susedang 41 Siturnjs Ju-
medang sulsi tohun ajaran 1980/1981.

Pembarian izin tersabut mlﬂl‘h- Partama sspanjany mesatuhd
gsmun Estentuan yang be

Ronugankan ﬂdﬂ;?-uuhnlnnfduﬂn
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Keputusan ini mulal berlaku pada ganganl ditefapkan dengan oatat

an apabila dikesudian mhﬂnm kKskeliruan dalas pansdapan
separlunyo.

Dltetagicsn di s BEARDUNG . =
Pada tanggel ¢ 1 April 1981,
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

e e -7 JIn PendopoTegalkalongTelp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 4332

REPLTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABLUPATEN
Nomor : 642.2/Q17 Kep/Disdik/2014

TENTANG

Pemberian Ipn Operasional Kepada SMA PGRI Sitwraja Kabupaten Sumedang Tahun
Pelajaran 2014201 5.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menrmbang a, Bahwa Pendidikan adalah langgung jawab Keluarga, Muasyarakat,
dan Pemerintah |

b. Bahwa untuk membantu memngkatkan partisipas: masyarakal dalam
pelaksangan Pemerataan  Pendidikan, SMA  PGRI  Situraju
Kecamatan  Siturmpa  Kabupaten  Sumedang  telah  berjalan
sebapaimana mestinva di Kecamatan Situraja Kabupeten Sumedang;

c. Bahwa semua persyaratan uniuk 1jin Operasional Sekolah tersebut di
atas telah dipenuhi;

d. Bahwn berhubugan dengan hal-hal tersebut di ataz maka untuk
membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten
Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dhnas
Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pembenan ljin
Operasional Kepada SMA PGRI Situraja Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang untuk benalan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMAY PGRI Siturga Kecamatan Situraja Kabupatén Sumedang
mulm tahun pelajaran 200142015,

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Megars Republik [ndonesia Tabun 2014 Nomor 244,
Tambihan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

3. Undang-undang MNomor 3 Tahun 2004 tentang Admimstras
Pemerintahan (Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia
Momor 56001,

4. Peraturan Pemermiah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
MNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momior 4496,

5. Peraturan Pemenntah NMomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Peméenntahan Antars Pemenntah, Pemerintahan Daerah
Prowvingi, dan Pemenntahan Daerah Kabupaten'Kota (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371



17,

15,

19

Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2008 entang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 4863,

Peraturan Pemerintah Nemor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4864,

Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggoraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20H0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sehagmimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/112002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Masional Momor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompelensi Lulusan untuk Satuan  Pendidikan
Dasar dan Menengah,

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 19 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikun,

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Toahun 2007

tentang Standar Sarand dan Prasarana untuk  Sekolah Dasar/
Madrasah  Ibtidivah  (SD/MI),  Sekolah  nMenengah
PertamaMadrasah Tsanswiyah (SMPMts), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMAMA ).

Peraturan Mentenn Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerimtah Dasrah;

. Peraturan  Menten Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kejuruan ‘Madrasah Alivah Kejuruan ( SMEMAKD;

. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008

lentang Kriterin dan Peringkat Akreditasi Sekolah Mengah Atay
Muadrasah Alivah (SMAMAY),

. Peraturan  Menten Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009

tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sckolsh Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SME/MAK),

Peraturan Menten Pendidikan Nagional Momor 15 Tahun 2010
tentung  standar  pelayanan  Mimmal pendidikan  Dasar
Kabupaten/Kota,

Peraturan Mentenn Pendidiknn MNasional Momor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendiran, Perubahan dan Penuiupan Safuan
pendidikan Dasar dan Menengah,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomaor 7 Tahun 2008 ientang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinst Jowa Barmt
Tahun 2008 Momor 7 Sen EX;



MENETAPEAN
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Kedun

Ketiga

Keempat

Foelima

Tembusan :

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 temang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ( Lembara Daerah Tahon
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomaor 46

21. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001  tentang
Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

Pemberian ljin Operasional kepada SMA PGRI Situraja untuk berjalan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) PGRI Situraja Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015;

Pemberian Tjin Operasional tersebut pada diktum pertama keputusan i
berlnky sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan pembaharvan pada M1 April 2019 ke Dinss Pendidikan
Kabupaten Sumedang;

Menugaskan kepada kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama,
Hal-hal vang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputosan ini akan
dintur dalam keputusan tersendin:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan i
akan disdakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di - SUMEDANG
Pada Tanggal © | April 2014

e

Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pdg
Pembina Utama Muda
NIP. 19590417 198003 1 006

1. Yith Bupati Sumedang;
2. Yth Kepala Dinas Pendidiken Provins: Jawa Barat.



